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TRANSKRIP WAWANCARA 

JARINGAN IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DIGITALISASI PENYIARAN DI 

PROVINSI GORONTALO 

 

Wawancara dengan KPI Pusat, Muhammad Reza 

a. Partisipasi aktor yang berkepentingan  

Dapatkah bapak/ibu menjelaskan bagaimana partisipsi aktor yang berkepentingan 

dalam implementasi kebijakan digitalisasi penyiaran yang akan berlangsung? 

Jawab : menurut hemat saya, bahwa semua stakeholder sudah sangat berpartisipasi 

terkait kebijakan ini, kalau dari kami ya, dari KPI pusat, sudah mensosialisasikan 

kepada masyarakat dan berkoordinasi kepada semuanya, karena dalam waktu dekat 

kebijakan ini akan dilaksanakan. 

b. Preferensi kebijakan 

Menurut anda bagaimana preferensi kebijakan KPI pusat terkait dengan 

implementasi Kebijakan Digitalisasi Penyiaran? 

Jawab: jadi kami memberikan pengawasan jalannya program migrasi tv digital 

dalam semua wilayah termasuk wilayah provinsi gorontalo. 

c. Koalisi  

Menurut anda bagaimana koalisi yang terjalin diantara pemangku kepentingan terkait 

dengan implementasi kebijakan digitalisasi penyiaran? 

Jawab: iya, kalau berbicara terkait koalisi kami telah menjalin kerjasama dengan 

pihak swasta dalam hal penyediaan STB ini, karena tentu nantinya masyarakat yang 

masih menggunakan TV analog tidak akan mendapatkan siaran jadi masyarakat 

harus memasang STB. 



d. Different in Time (berbeda dalam waktu) 

Menurut anda bagaimana  different in timen atau berbeda dalam waktu dalam 

implementasi kebijakan digitalisasi penyiaran? 

Jawab: jadi tahap pertama, Pembagian Wilayah pada tahapan pertama yaitu di 

Wilayah kota Gorontalo dan Kabupaten Gorontalo. Pelaksanaan program tersebut 

berdasarkan data yang telah diterima dari Dinas Sosial Provinsi Gorontalo. Tahap 

kedua, Pembagian pada tahap ke 2 yaitu di kabupaten Boalemo dan kabupaten 

Pohuwato Pada tahap ke 2 ini, pemerintah baru dimulai pada bulan januari tahun 

2023, karena keterbatasan sumber daya manusia, karena ini bukan bantuan social 

seperti baisanya, karena perlu lagi SDM untuk memasang STB pada rumah-rumah 

masyarakat yang mendapatkan STB gratis tersebut 

Wawancara dengan Kepala Dinas Kominfo Provinsi Gorontalo 

a. Partisipasi aktor yang berkepentingan  

Menurut anda bagaiamana partisipasi aktor yang terlibat dalam pelaksanaan 

kebijakan pemerintah terkait dengan digitalisasi penyiaran? 

Jawab: iya, jadi semua kita libatkan tanpa terkecuali agar kebijakan ini dapat 

terlaksana dengan baik dan kami gencar melakukan sosialisasi ke daerah daerah. 

b. Preferensi Kebijakan 

Menurut bapak/ibu bagaimana preferensi kebijakan yang akan di ambil oleh kominfo 

terkait digitalisasi penyiaran ini? 

Jawab: jadi kami dari kominfo sangat setuju dengan kebijakan ini dan sangat 

mendukung, tentu kami akan fasilitasi, khususnya jaringan. 



c. Koalisi 

Menurut anda bagaimana koalisi kominfo pusat terhadap pemangku kepentingan 

dalam implementasi kebijakan yang akan berlaku? 

Jawab: jadi kami telah menjalin kerjasama dari berbagai pihak termasuk pihak 

swasta. 

d. Different in Time (berbeda dalam waktu) 

Menurut anda apakah ada perbedaan waktu yang akan diambil oleh kominfo apabilah 

telah dilaksanakan ? 

Jawab: jadi nantinya, ketika kebijakan ini akan di implementasikan maka kami dari 

kominfo tentu akan memberikan himbauan terkait dengan waktu pelaksanaan 

kebijakan ini akan diterapkan agar masyarakat tidak kaget dengan hilangnya 

gambar pada TV mereka masing-masing, tentu ini akan bertahap pada setiap 

daerah. 

Wawancara dengan Ketua  KPID Gorontalo 

a. Partisipasi aktor yang berkepentingan  

Menurut anda bagaimana partisipasi aktor yang berkepentingan dalam implementasi 

kebijakan di provinsi gorontalo? 

Jawab: iya, di gorontalo sendiri partisipasi setiap aktor yang berkepentingan cukup 

baik ini terlihat dari banyaknya dari pihak swasta yang ingin melakukan kerjasama 

dalam hal penyediaan STB. 

b. Preferensi Kebijakan 

Menurut anda bagaimana preferensi kebijakan yang akan di ambil oleh KPID 

Gorontalo ? 



Jawab: jadi kami melibatkan lintas sektor, mulai dari pemerintah, swasta dan 

masyarakat. 

c. Koalisi 

Menurut anda bagaimana koalisi yang terjaling kepada semua stakeholder dalam 

implementasi kebijakan digitalisasi penyiaran di provinsi gorontalo? 

Jawab: dari pemerintah sendiri, dimulai dari perencanaan program ya, Perencanaan 

Pemberian Set Top Box gratis kepada 5.684 KK di Gorontalo, kemudian dalam 

pengimplementasian program ini diberikan dengan tiga tahap tahap, yaitu 

pemberian di Kota Gorontalo dan Kabupaten Gorontalo, tahap ke 2 di kabupaten 

Boalemo dan kabupaten Pohuwato dan terakhir di Kabupaten Bone Bolango dan 

kabupaten Gorontalo Utara dan Adanya bantuan juga berupa pemasangan langsung 

yang dilakukan tim dari pemerintah untuk pemasangan langsung STB kepada 

masyarakat yang mendapatkan bantuan tersebut. 

d. Different in Time (berbeda dalam waktu) 

Menurut anda bagaimana cara untuk mengatur waktu apabilah kebijakan ini berlaku 

di provinsi gorontalo?  

Jawab: ya, jadi tetap akan kami akan atur waktunya jadi semua akan bertahap, ada 

tiga tahapan nantinya yang akan kita lakukan dimulai dari pembagian wilayah, 

tahap kedua, penyaluran STB pada masyarakat, ketiga, sepertinya perlu lebih 

digencarkan untuk disosialisasiakan mengenai program ini, karena untuk di 

kabupaten Gorontalo Utara masyarakatnya masih banyak yang menggunakan Tv 

Analog tidak paham yang namanya Tv Digital. 

 



Wawancara dengan Ketua Kominfo Provinsi, Kota/ Kabupaten 

a. Partisipasi aktor yang berkepentingan  

Menurut anda bagaimana partisipasi aktor yang terlibat terkait kebijakan digitalisasi 

penyiaran? 

Jawab: semua sudah ikut berpartisipasi karena ini adalah kebijakan pemerintah dan akan 

berlaku secara nasional, jadi semua stakeholder mau tidak mau akan terlibat. 

b. Preferensi Kebijakan 

Menurut anda bagaimana preferensi kebijakan yang akan diambil oleh daerah terkait 

kebijakan digitalisasi penyiaran? 

Jawab: kami dari kominfo provinsi dan kabupaten telah berkoordinasi dari jauh-jauh hari 

terkait kebijakan dari pemerintah pusat dalam pemberlakuan dari tv analog ke tv digital 

dan akan melaksanakan kebijakan itu dengan baik dalam hal penyediaan sarana dan 

prasarana penunjang nantinya. 

c. Koalisi 

Menurut anda bagaimana bentuk koalisi yang terjalin untuk oleh pemerintah pusat dan 

pemerintah daerah? 

Jawab: jadi selama ini bentuk koalisi dan koordinasi kami sudah dilakukan setelah ada 

wacana dari pemerintah pusat bahwa akan ada pengalihan TV analog ke TV digital. 

d. Different in Time (berbeda dalam waktu) 

Menurut anda apakah ada perbedaan waktu? 

Jawab: tentu ada ya, karena hal seperti ini tentu tidak akan mudah dilakukan, kami akan 

terus berupaya untuk membagi waktu melakukan sosialiasasi ke daerah dan masyarakat 

yang ada di desa. 



Wawancara dengan Masyarakat 

a. Partisipasi aktor yang berkepentingan  

Menurut anda bagaimana sebagai masyarakat dalam implementasi kebijakan 

digitalisasi penyiaran di gorontalo ini? 

Jawab: kami sebagai masyarakat tentu hanya akan mengikuti kebijakan dari 

pemerintah, tentu dengan menyediakan dan memfasilitasi kami dengan STB yang akan 

digunakan nantinya ketika peralihan tv analog ke tv digital. 

b. Preferensi Kebijakan 

Bagaimana prefernsi kebijakan yang akan diambil oleh pemerintah gorontalo ? 

Jawab: Saya melihat, pemerintah telah menggencarkan sosialisasi hingga kebawah 

pemerintah Desa, dan kami masyarakat, merasa bersukur sekali dengan adanya 

kebijakan beralih ke TV digital, kami masyarakat tidak perlu susah lagi untuk 

mendapatkan Se Top box (STB) karena sudah dapat secara gratis dari pemerintah. 

c. Koalisi 

Menuurut anda, bagaimana bentuk koalisi yang dibangun pemerintah? 

Jawab: kami masyarakat melihat sebagian mendukung adanya program tersebut dan 

masih banyak masyarakat yang belum beralih ke Tv Digital, karena masih nyaman dan 

dengan Tv Analog. 

d. Different in Time (berbeda dalam waktu) 

Bagaimana perbedaan dalam waktu apabilah kebijakan digitalisasi penyiaran berlaku? 

Jawab: Kami masyarakat hanya menunggu datangnya pemberian STB gratis. 

 

 



Wawancara dengan Pemerhati Penyiaran 

a. Partisipasi aktor yang berkepentingan  

Menurut bapak/ibu bagaimana bentuk partisipasi pemerintah dan masyarakat dalam 

implementasi kebijakan digitalisasi penyiaran? 

Jawab: kalau saya melihatnya begini, pemerintah dan masyarakat mau tidak mau akan 

bersinergi dengan kebijakan ini tentu pemerintah harus menyediakan fasilitas dan 

masyarakat sebagai pengguna utama dari kebijakan itu. 

b. Preferensi Kebijakan 

Menurut anda sebagai pemerhati penyiaran bagaimana prefenrsi kebijakan ? 

Jawab: dari kebijakan ini tentu kami setuju saja karena sangat baik Cuma persoalannya 

adalah kondisi masyarakat yang semua tidak mampu untuk membeli STB ini, takutnya 

akan menimbulkan kegelisahan karna masyarakat harus membayar 

c. Koalisi 

Menurut anda bagaimana bentuk koalisi dalam implementasi kebijakan digitaliasi 

penyiaran? 

Jawab: iya, saya melihat belum ada bentuk koalisi yang terbangun mereka masih jalan 

sendiri sendiri. 

d. Different in Time (berbeda dalam waktu) 

Menurut anda bagaimana perbedaan dalam waktu apabilah kebijakan digitalisasi di 

provinsi gorontalo dilakukan? 

Jawab: ketika kebijakan digitalisasi ini berlaku maka perlu adanya pembagian waktu 

mulai pada tahap sosialisasi, baru kemudian tahap pelaksanaan dan terkahir adalah 

mengevaluasi. 


